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MOTTO 

 

 

 

“Berangkat dengan penuh keyakinan Berjalan dengan penuh keikhlasan 

Istiqomah dalam menghadapi cobaan” 

"Tidak ada satupun di dunia ini, yang bisa di dapat dengan mudah. Kerja keras 

dan doa adalah cara untuk mempermudahnya” 
1
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RINGKASAN 

 

Pada tanggal 30 November 2010 Jendral Pajak telah mengeluarkan 

keputusan  NOMOR : PER – 24/PJ/2010 isinya tata cara persiapan pengalihan 

pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan sebagai pajak daerah ketentuan. 

Pasal 5 Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 

213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan 

Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak 

Daerah perlu menetapkan Peraturan dan Perkotaan, Pemerintah Daerah harus siap 

dalam menghadapi pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam PBB P2. 

Rumusan Masalah meliputi : (1) bagaimana kesiapan pemerintah daerah 

dalam menghadapi pelimpahan pajak bumi dan bangunan (PBB) perdesaan, 

perkotaan dan BPHTB setelah diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang 

pajak daerah dan retribusi daerah ? ,(2) bagaimana implikasi terjadinya 

pelimpahan pajak bumi dan bangunan yang sebelumnya dipegang oleh pemerintah 

pusat ? Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan 

tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya 

Hukum Tata Negara. Tujuan khusus dalam penulisan adalah untuk memahami dan 

mengetahui : (1) memahami dan mengetahui kesiapan pemerintah dalam 

pelimpahan wewenang tersebut, (2) memahami implikasi terjadinya pelimpahan 

PBB yang sebelumnya dipegang oleh pemerintah pusat. Metode penelitian dalam 

penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya 

permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini 

difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum 

positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, 

pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan azas-azas hukum, 

dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan 

non hukum. 
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Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan, bahwa : Direktur 

Jendral Pajak telah menerbitkan keputusan  NOMOR : PER – 24/PJ/2010 tentang 

tata cara pelimpahan wewenang PBB kepada Pemerintahan Daerah, Dalam 

peralihan PBB P2 dari pajak menjadi pajak daerah mempunyai implikasi sosial 

dan ekonomi dan pihak pihak yang berperan adalah pemrintahan pusat (DJP dan 

DJPK), kementerian dalam negeri, pemerintah daerah. 

Saran yang dapat diberikan Hendaknya dengan adanya pelimpahan pajak 

maka pemerintahan bisa menyejahterakan masyarakat dan bisa meningkatkan 

sarana prasarana didaerah, supaya perkotaan dan perdesaan sama rata dalam hal 

pembangunan, kalau bisa dalam pungutan pajak itu jangan terlalu mahal biar 

masyarakat ringan dalam pembayaran pajak dan masyarakat tepat waktu dalam 

membayar pajak. Hendaknya pemerintah dapat menyejahterakan masyarakatnya 

sendiri sebagai amanat UU No. 28 tahun 2009 yang isinya : Pungutan pajak 

mengurangi penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada 

masyarakat, melalui pengeluaran – pengeluaran rutin dan pengeluaran – 

pengeluaran pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada masyarakat yang 

bermanfaat bagi rakyat baik yang membayar atau tidak. Maka dari itu pajak 

sifatnya memaksa,siapapun harus membayar pajak. 
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